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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Berdasarkan perhitungan proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Bappenas) jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2019 mencapai 266,91 juta jiwa. 

Jumlah tersebut terdiri atas 134 juta jiwa laki-laki dan 132,89 juta jiwa 

perempuan.1Dari jumlah penduduk sebesar itu, dapat di klarifikasikan bahwa mayoritas 

penduduknya adalah penganut agama Islam. 

Seorang muslim ataupun muslimah diwajibkan hanya mengkonsumsi yang 

halal. Adapun definisi dari kata halal tersebut diambil dari bahasa Arab  yang berarti 

diperbolehkan. Artinya adalah segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk 

digunakan atau dilaksanakan, dalam agama Islam. Istilah ini dalam kosakata sehari-

sehari lebih sering digunakan untuk menunjukkan makanan dan  minuman yang 

diizinkan untuk di konsumsi menurut Islam.  

Halal sebagai salah satu dari lima hukum, yaitu fardhu (wajib), mustahab 

(disarankan), halal (diperbolehkan),  makruh (dibenci), haram (dilarang).  Halal bukan 

tentang makanan dan minuman saja, akan tetapi halal juga harus dikaitkan kedalam apa 

saja yang di konsumsi oleh seorang muslim. Halal juga berkaitan tentang produk jasa, 

 
1 Statistik Dan Data Portal, Jumlah Penduduk Indonesia 2019 Mencapai 267 Juta Jiwa, 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/04/jumlah-penduduk-indonesia-2019-mencapai-
267-juta-jiwa, diakses pada tanggal 16 Agustus 2019 pada pukul 12.03 WIB. 
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kosmetika, kesehatan, teknologi genetika dan lain sebagainya. Sumber yang 

menjelaskan tentang halal tersebut berasal dari Al-Qur’an dan Hadist. 

 Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran 

agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang 

kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai 

Produk Halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, 

kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efiisiensi, serta 

profesionalitas. Oleh karena itu jaminan penyelenggaraan Produk Halal bertujuan 

memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk 

Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta 

meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual 

Produk Halal. 

Tujuan tersebut menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang sangat pesat. Hal 

itu berpengaruh secara nyata dan pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku 

untuk makan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta Produk lainnya dari yang semula 

bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil 

rekayasa ilmu pengetahuan. Pengolahan Produk dengan memanfaatkan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang 

haram baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui 

kehalalan dan kesucian suatu Produk, diperlukan suatu kajian khusus yang 
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membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan di bidang pangan, 

kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, dan pemahaman tentang syariat.2  

Produk halal adalah suatu produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai 

syari’at islam.3 Maka dari itu pemerintah memberlakukan Undang-Undang agar 

tercapainya suatu jaminan produk yang tidak melanggar suatu ketentuan dari hal yang 

tidak dibolehkan di dalam agama. Diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2014 tentang Jaminan Produk Halal.  

Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) pada dasarnya hanya 

menegaskan kembali substansi hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-

undangan yang ada sebelumnya dengan menitikberatkan pada upaya hukum yang 

secara spesifik memberikan jaminan perlindungan hukum kepada masyarakat, 

khususnya masyarakat islam sebagai pihak yang berkepentingan dengan mengonsumsi 

produk seperti makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika dan lain sebagainya.4 

Dalam kurun waktu yang cukup panjang, setelah diberlakukannya Surat  

Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No. 68 Tahun 1985 

tentang Pencantuman tulisan atau label halal sebagaimana diartikan bahwa tulisan 

“halal” adalah tulisan yang dicantumkan pada label/penandaan yang memberikan 

jaminan tentang halalnya makanan tersebut bagi pemeluk agama islam. Jaminan 

 
2 Bagian Umum Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan 

Produk Halal. 
3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (1) ayat 2 
4 Abdurrahman Konoras, 2017, Jaminan Produk Halal Di Indonesia, Radja Grafindo Persada, 

Kota Depok, hlm.1. 



15  

perlindungan hukum bagi pemeluk agama islam yang mengkonsumsi makanan tersebut 

merupakan bagian penting dalam pemenuhan ketentuan syari’at perihal kehalalan 

makanan dan minuman. Label merupakan suatu bagian dari sebuah produk yang 

membawa informasi verbal tentang produk atau penjualannya.5 

 Produk Pangan yang sesuai syarat kehalalan suatu produk diantaranya: 

a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi. 

b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan. Seperti bahan-bahan 

yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran, dan lain 

sebagainya. 

c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tat 

acara syari’at islam. 

d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat 

pengolahan, dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika 

pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih 

dahulu harus dibersihkan dengan tat acara yang diatur menurut syari’at 

islam. 

e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamr.6 

Pengaturan penggunaan produk halal di Indonesia, memiliki dua hal yang saling 

terkait, yaitu sertifikasi dan labelisasi. Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis MUI yang 

 
5 Marianus Angipora, 2002, Dasar-Dasar Pemasaran, Radja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 

192. 
6 Departemen Agama, Panduan Sertifikat Halal, hlm. 2. 
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menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syari’at islam melalui pemeriksaan yang 

terperinci oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis 

Ulama Indonesia (LPPO MUI). Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk 

mendapatkan izin cetak label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang 

berwenang (Badan POM).7 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah suatu lembaga independen yang 

mewadahi para ulama, zuama, dan cendekiawan islam untuk membimbing, membina, 

dan mengayomi umat islam di Indonesia. Tugas dari MUI membantu pemerintah dalam 

melakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahat umat islam. Seperti mengeluarkan 

fatwa dalam kehalalan sebuah makanan, penentuan kebeneran sebuah aliran dalm 

agama islam, dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan muslim dengan 

lingkungannya.8 

Berdasarkan Piagam Kerja Sama Departemen Kesehatan, Departemen Agama, 

Majelis Ulama Indonesia tentang Pelaksanaan Pencantuman Label Halal pada 

Makanan, disepakati bahwa makanan dan minuman yang beredar dapat dinyatakan 

halal atas fatwa MUI, setelah melalui serangkaian pemeriksaan (audit) di lokasi pelaku 

usaha dan pengujian laboratorium dengan secara seksama9 

 
7    Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, 2013, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 112-

113.  
8 Majelis Ulama Indonesia, Peran MUI, http://www.republika.co.id/berita/dunia-

islam/fatwa/16/12/04/ohnne6396-mui-partner-pemerintah-capai-kemaslahatan-umat, diakses pada 
tanggal 16 Agustus 2019 pukul 16.16 WIB. 

9  Piagam Kerja Sama Departemen Kesehatan, Departemen Agama, dan Majelis Ulama 
Indonesia Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Pencantuman Label Halal pada Makanan. 
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Pada tanggal 6 Januari 1989 atas dasar keputusan mendukung MUI, 

berdasarkan surat keputusan perizinan nomor 018/MUI/1989. Didirikanlah suatu 

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia 

(LPPOM MUI), lembaga ini bertugas kuat untuk meneliti, mengkaji, menganalisis dan 

memutuskan apakah produk-produk baik pangan dan turunannya, obat-obatan dan 

produk kosmetika apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi 

pengajaran agama islam yakni halal atau boleh dan baik untuk konsumsi bagi umat 

muslim khususnya di Indonesia, selain itu memberikan rekomendasi, merumuskan 

ketentuan dan bimbingan kepada layanan masyarakat.10 

Berlakunya UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan 

Peraturan Pemerintah  Nomor 31 Tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal, 

berimplikasi berubahnya sistem prosedur dan registrasi sertifikasi halal dari bersifat 

sukarela (voluntary) menjadi wajib  (mandatory) mulai dari 17 Oktober 2019. Selain 

itu, kebijakan itu melahirkan badan baru  bernama Badan Penyelenggara Jaminan 

Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementrian Agama. Terhitung 17 Oktober 2019, 

semua produk wajib bersertifikat halal oleh BPJPH. Sebelum PP JPH terbit, proses 

sertifikat halal masih dilakukan oleh MUI. Namun setelah PP JPH terbit, maka 

 
10 Aisjah Girindra, Dari Sertifikat Menuju Labelisasi Halal: LPPOM MUI, Universitas 

Michigan, hlm. 11. 
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kewenangan penerbitan sertifikasi halal berada sepenuhnya di  BPJPH selaku leading 

sector jaminan produk halal.11  

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014  tentang Jaminan 

Produk Halal, dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang berasaskan : 

a. Perlindungan; 
b. Keadilan; 
c. Kepastian Hukum; 
d. Akuntabilitas dan Transparansi; 
e. Efektivitas dan Efisiensi; dan 
f. Profesionalitas.  
 
Tanpa kepastian hukum, orang tidak tahu apa yang harus diperbuat, dan 

akhirnya menimbulkan keresahan. Tetapi jika terlalu menitikberatkan kepada kepastian 

hukum, akibatnya akan terasa berat sebelah dan tidak adil. Apapun yang terjadi, jika 

peraturannya demikian, maka harus ditaati dan dilaksanakan. Undang-undang itu 

sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat “Lex Dura, Set Tamen Scripta” 

(Undang-undang itu kejam, tapi demikianlah bunyinya). 

Dengan adanya ketentuan yang diuraikan di atas, betapa pentingnya peran 

pemerintah dalam menjamin asas-asas di atas. Mengingat pentingnya bagi pemerintah 

untuk menjamin kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang di buktikan 

dengan Sertifikat Halal. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk membahasnya secara 

ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap 

 
11 Sertifikasi Halal Beralih, MUI Persoalkan UU Jaminan Produk Halal, 

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d53e60da9064/sertifikasi-halal-beralih--mui-persoalkan-
uu-jaminan-produk-halal/, diakses pada tanggal 24 Agustus 2019 pukul 08.08 WIB. 
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Penerapan Asas Kepastian Hukum pada Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014” 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apa saja yang menjadi Kriteria Jaminan Produk Halal berdasarkan Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2014 ? 

2. Bagaimana Perlindungan Konsumen Terhadap Penerapan Asas Kepastian 

Hukum pada Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2014 ?  

  

C.        Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui menganalisis  apa saja yang menjadi Kriteria Jaminan 

Produk Halal dan bagaimana Perlindungan Konsumen Terhadap Penerapan 

Asas Kepastian Hukum pada Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai ilmu pengetahuan dan pembahasan terhadap masalah-masalah 

yang telah dirumuskan diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan di 

bidang perlindungan konsumen, khususnya yang berkaitan dalam Penerapan 

Asas Kepastian Hukum pada Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. 
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Disamping itu, hasil pemikiran ini juga akan dapat menambah pengetahuan 

dalam hak-hak konsumen muslim yang harus di dapat, pembahasan dapat 

dijadikan sebagai bahan yang memuat data normatif sebagai dasar 

penelitiannya. 

2. Manfaat Praktis 

 Pembahasan ini diharapkan dapat menjadi dasar pengetahuan tentang 

suatu lembaga yang Berwenang dalam Mengeluarkan Produk Halal di 

Indonesia. Selain itu pembahasan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam 

menentukan kebijakan dan langkah-langkah untuk memberikan perlindungan 

hukum yang baik terhadap konsumen yang berkaitan tentang suatu Penerapan 

Asas Kepastian Hukum pada Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, juga bagi 

pelaku usaha, serta masyarakat umum mengenai berbagai permasalahan yang 

dihadapi dalam menegakkan hak dari konsumen dalam memperoleh Kepastian 

Hukum pada Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. 

 

E. Ruang Lingkup 

  Ruang Lingkup permasalahan yang akan penulis bahas yaitu mengenai 

tentang apa saja yang menjadi Kriteria Jaminan Produk Halal pada Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Perlindungan Konsumen Terhadap 

Penerapan Asas Kepastian Hukum pada Penyelenggaraan Jaminan Produk 

Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang terletak pada 
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Pasal 2 huruf (c) yang memuat kepastian hukum bagi lembaga yang berwenang 

mengeluarkan Produk Halal. 

 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Kepastian Hukum 

Beberapa ahli mengemukakan pandangannya mengenai kepastian hukum 

seperti Kalsel dan Utrech. 

Menurut Kalsen, hukum adalah sebuah system norma, sedangkan norma sendiri 

adalah pernyataan yang menekankan aspek yang seharusnya atau das sollen, dengan 

mencantumkan beberapa peraturan tentang apa yang seharusnya dilakukan. Norma-

norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberative. Undang-undang yang berisi 

aturan-aturan yang bersifat umum menjadi acuan bagi individu untuk bertingkah laku 

didalam kehidupan masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap 

individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan tersebut menimbulkan kepastian hukum.12 

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua arti, yang perta yaitu adanya 

aturan yang bersifat umum, yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang 

boleh atau tidak untuk dilakukan, lalu yang kedua berupa keamanan hukum bagi 

individu, dari kesewenangan pemerintah, karena dengan adanya aturan yang bersifat 

 
12 K. Martono, 2009, Hukum Angkatan Udara Berdasarkan UU RI Nomor 1 Tahun 2009, PT. 

Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 158. 
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umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan 

oleh negara kepada individu.13 

Tanpa kepastian hukum, orang tidak tahu apa yang harus diperbuat, dan 

akhirnya menimbulkan keresahan. Tetapi jika terlalu menitikberatkan kepada kepastian 

hukum, akibatnya akan terasa berat sebelah dan tidak adil. Apapun yang terjadi, jika 

peraturannya demikian, maka harus ditaati dan dilaksanakan. Undang-undang itu 

sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat “Lex Dura, Set Tamen Scripta” 

(Undang-undang itu kejam, tapi demikianlah bunyinya). 14 

 

2. Teori Perlindungan Konsumen  

 Perlindungan konsumen menyangkut banyak aspek dan salah satunya adalah 

aspek hukum. Dalam berbagai kajian/penelitian hukum tentang perlindungan 

konsumen terdapat seolah-olah mengambang, bahkan kebijakan ekonomi yang 

ditempuh Orde Baru begitu mengabaikan kepentingan-kepentingan konsumen. Isu 

perlindungan konsumen hanya terdengar sepintas, lalu hilang oleh hiruk pikuk 

pengembangan ekonomi lainnya yang sangat timpang. 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang 

berlaku efektif pada 20 April 2000 hingga dikeluarkannya sejumlah peraturan 

perundang-undangan pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), 

 
13 Peter Mahmmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, hlm. 158. 
14 Riduan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 

23. 
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belum banyak terdapat perubahan sikap perlakuan pelaku usaha terhadap konsumen. 

Hal ini jelas terlihat sebagian besar komoditas yang terdapat pelanggaran-pelanggaran 

hak-hak konsumen.15  

Norma-norma (perlindungan konsumen) lainnya di luar Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen (UUPK) ini, dijadikan acuan dengan menempatkan Undang-

Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai system perlindungan hukum 

terhadap konsumen. Konstruksinya adalah merujuk ke Pasal 64 (Bab XIV Ketentuan 

Peralihan). Melalui ketentuan tersebut dapat dipahami secara implisit bahwa UUPK 

merupakan ketentuan khusus (Lex Specialis) terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan yang sudah ada sebelum UUPK, sesuai asas Lex Specialis de rogat Lex 

Generalis yang artinya, ketentuan-ketentuan di luar UUPK tetap berlaku sepanjang 

tidak diatur secara khusus dalam UUPK.16 Melalui ketentuan peralihan ini, Undang-

Undang Konsumen (UUK) tetap berlaku sepanjang Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen tidak menentukan lain. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum secara 

normatif dan untuk pendukungnya digunakan data lapangan secara empiris. Untuk itu 

 
15 Shidarta, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT. Gramedia Widiasarana 

Indonesia, Jakarta, hlm. 63. 
16 Yusuf Sofie, 2003, Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen (UUPK) Teori dan Praktek Penegakan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 
hlm. 10.    
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diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan. Penelitian hukum secara normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan 

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk 

diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan 

literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.17 Pada penelitian 

hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis  dalam 

peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaedah 

atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.18 

2. Pendekatan Penelitian 

 Dalam penulisan skripsi ini, pendekatan penelitian yang digunakan penulis 

adalah : 

1. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Pendekatan 

perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undangan-

undang yang bersangkut paut dengan isu hukum yang 

diketengahkan.19 Dalam skripsi ini penulis melakukan pendekatan 

dengan cara menelaah undang-undangan yang berkaitan dengan 

jaminan produk halal, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

Undang-Undang Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

 
17 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan 

Singkat), RajawaliPers, Jakarta, hlm. 13-14. 
18 Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, Pengantar Metode Penelitian Hukum, RajawaliPers, 

Jakarta, hlm. 118. 
19 Dyah Ochtarina Susanti dan Aa’an Effendi, 2015,  Penelitian Hukum, Sinar     Grafika, 

Jakarta, hlm. 110. 
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1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta Peraturan 

Perundang-undangan  lainnya yang terkait dengan permasalahan 

pada skripsi ini. 

2. Pendekatan konsepstual (conceptual approach). Pendekatan 

konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin 

yang berkembang di dalam ilmu hukum.20 Dalam skripsi ini penulis 

melakukan pendekatan penelitian dengan cara membaca literature-

literatur yang ada untuk memperkuat data atau argumen yang 

penulis buat dalam skripsi ini. 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Data Sekunder 

 Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang langsung dikumpulkan oleh 

peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data ini 

tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.21 Sumber data sekunder dapat di 

klarifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu: 

a) Bahan hukum primer (primary resource / authoritative records), berupa: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

b. KUHPerdata 

 
20 Ibid, hlm. 129. 
21 Sumandi Suryabrata, 1987, Metode Penelitian, RajawaliPers, Jakarta, hlm. 93. 
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c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan 

Produk Halal, LN Nomor 295 TLN Nomor 5604 

d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, LN Nomor 42, TLN Nomor 3821 

b) Bahan hukum sekunder (secondary resource / not authoritative records), 

berupa bahan-bahan hukum yang dapat memberikan kejelasan terhadap 

bahan hukum primer seperti: 

a. Buku-buku mengenai hukum jaminan produk halal 

b. Buku-buku mengenai hukum perlindungan konsumen 

c. Hasil-hasil Penelitian 

d. Jurnal 

e. Artikel-artikel 

c) Bahan hukum tersier (tertiary resource), berupa bahan-bahan hukum 

yang dapat memberi petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum 

primer seperti berasal dari: 

a. Kamus 

b. Ensiklopedia 

c. Internet 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 Digunakan penelitian normatif yuridis pada penelitian skripsi ini, maka 

penulis mengintervensikan bahan hukum. Untuk mengintervensikan bahan 

hukum dalam penulisan skripsi ini digunakan studi kepustakaan. Studi 
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kepustakaan dilakukan untuk mendapat bahan hukum sekunder yaitu buku-

buku yang berhubungan dengan objek penulisan.22 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

 Bahan hukum yang telah diperoleh baik data primer ataupun data 

sekunder yang dianalisis secara kuantitatif, yaitu penelitian yang bertujuan 

untuk melukiskan sesuatu hal tertentu pada saat tertentu. Kemudian data yang 

terkumpul diolah, dikualifikasikan, dan dihubungkan secara sistematis untuk 

memperoleh suatu kesimpulan dalam jawaban permasalahan yang telah di teliti. 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan   

Dari analisis tersebut ditarik kesimpulan secara dedukatif-indukatif yaitu 

dengan beranjak dari prinsip umum ke prinsip khusus kemudian ditarik menjadi 

kesimpulan umum, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas 

diuraikan secara sistematis. Bahwa kesimpulan merupakan kristalisasi dari 

fakta dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka 

pemikiran. 

 

 

 

 

 

 
22 Op cit., Soerjono Soekanto, hlm. 53. 
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